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IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA PRODUK PANGAN 
INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. 
Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum 
dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan 
binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal 
adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Di kota Palangka Raya 
masih bisa ditemukan beberapa produk olahan pangan yang tidak menggunakan 
label halal. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelakan implementasi labelisasi halal 
MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya dan 
menguraikan faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri 
rumah tangga di kota Palangka Raya. 
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik 
dengan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah pelaku usaha yang 
dibagi menjadi dua yaitu yang telah berlabel halal dan yang belum berlabel halal. 
Serta dalam teknik analasis data menggunakan tahapan collection, reduction, 
display, dan conclousions drawing. 
Hasil penelitian ini yaitu masih ada sikap pasif dari beberapa pelaku usaha 
sejalan dengan itu pula MUI selaku mitra pemerintah hanya dapat memberikan 
himbauan saja terkait pelaku usaha yang belum berlabel halal. Faktor yang 
menghambat labelisasi halal sendiri dikarenakan proses biaya yang tidak sedikit 
dan tidak ada sidak atau teguran langsung dari MUI. 
 
Kata kunci: Labelisasi halal, produk pangan, industri rumah tangga 
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IMPLEMENTATION OF MUI HALAL LABELIZATION ON 
HOUSEHOLD INDUSTRIAL FOOD PRODUCTS IN PALANGKA RAYA 
CITY 
 
ABSTRACT 
 
Halal concept in the life of Indonesian society has been widely known. 
Halal in Islamic law is all good food and clean. The Basic Law of halal is that all 
food sources of the sea, plants and animals are considered halal except those 
which have been banned. Against the halal concept is unlawful which means it is 
not justified or forbidden. In the city of Palangka Raya can still be found some 
food products that do not use halal labels. 
This research aims to explain the implementation of halal labeling of MUI 
on household industrial food products in the city of Palangka Raya and describes 
the factor of halal labelization in household industrial food products in the city of 
Palangka Raya. 
This type of research is an empirical and descriptive analytic with a legal 
approach. The data source used is primary and secondary data. Methods of 
collecting data using interviews, observations, and documentation. The subject of 
this study is the business actors who are divided into two namely those that have 
been labeled Halal and which has not been labeled Halal. As well as in the data 
analyasis technique using the collection, reduction, display, and conclousions 
drawing stages. 
The result of this research is still a passive attitude of some business actors 
in line with the MUI as the government partner can only give the appeal related to 
the business actors that have not been labeled Halal. The factors that inhibit the 
labeling of halal own because of the cost process is not minimal and there is no 
hargopal or direct strike from MUI. 
 
Keywords: halal labelization, food products, household industry.
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MOTO 
 
… ٌس ْ٘ ٍُ ُ أ ب ََ ُٖ ٍَْْ َث َٗ  ٌِ ّ ٍَِث ًَ اَشَذىا َُّ ِإ َٗ  ٌِ ّ ٍَِث ََهلاَذىا َُّ ِإ
 ِطبَّْىا َِ ٍِ  ٌشٍْ ِثَم َِّ ُٖ َُ َيَْعٌ َلا ٌدب َٖ َِجزْش ٍُ... 
 
“…Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di 
antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui 
oleh kebanyakan orang…” 
 
(HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599] 
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ضٗشفىا يٗر Ditulis żawi al-furūḍ 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia diciptakan Allah SWT, merupakan makhluk yang paling 
sempurna dikaruniai akal dan pikiran, disempurnakan dapat berkomunikasi 
dan berbicara, yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada 
di bumi ini. Manusia semenjak dahulu memiliki pandangan yang berbeda 
dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang 
diperbolehkan maupun makanan yang dilarang, terutama makanan yang 
mengandung bahan yang berbahaya. Makanan yang dikonsumsi manusia, 
karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia 
selain udara dan air.
1
 Dalam surah Al-Qur‟an dijelaskan:2 
 َذ ََ ِْعّ اُٗشُنْشا َٗ  باجٍَِّط الاَلاَد ُ َّاللَّ ٌُ َُنقَصَس ب ََّ ٍِ  اُ٘يَُنف
 َُ ُُٗذجَْعر ُٓبٌَِّإ ٌْ ُ ز ْْ ُم ُْ ِإ ِ َّاللَّ  
Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 
diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu 
hanya kepada-Nya saja menyembah. 
 
Salah satu kebaikan Islam dan kemudahannya yang dibawakan 
untuk kepentingan umat manusia ialah bahwa Islam tidak mengharamkan 
sesuatu, kecuali dengan memberikan ganti (way out) yang lebih baik guna 
                                                 
1
 Anton Setiawan, Sistem Pakar Diagnose Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan 
Forward dan Backward Chaining, Jurnal Telekomunika, vol 7, no. 3, Tahun 2009, h. 187. 
2
 An-Nahl[16]:114. 
2 
 
 
mengatasi kebutuhannya itu.
3
 Bagi seorang muslim halal adalah sebuah 
keharusan, makanan halal akan menghasilkan perilaku dan tindakan halal. 
Prinsip halal ini menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari tanpa 
terkecuali dalam hal makanan yang diperoleh dari jajanan yang 
didagangkan. 
Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada 
unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu 
yang dilarang oleh Islam.
4
 Setiap akad perdagangan ada lubang yang 
membawa pertentangan apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau 
karena ada unsur yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual 
dan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu.
5
 Rasulullah saw 
menjajarkan kedudukan pedagang yang dapat dipercaya dengan 
kedudukan seorang mujahid dan orang-orang yang mati syahid di jalan 
Allah SWT.
6
 
 هبق :هبق ْٔع الله ًضس شَع ِث الله ذجع ِع
ٌيع ٗ ٍٔيع الله ىيص الله ه٘عس: «  ُشِجبَّزىا
 ِيْغ َُ ْىا ُقُٗذ َّصىا ُِ ٍ ٍِ َلأا ِءَاذ َٖ ُّشىا َع ٍَ  ٌُ–  ًفٗ
 ءاذٖشىا ٗ ٍِقٌذصىا ٗ ٍٍِجْىا عٍ :خٌاٗس–
   ِخ ٍَ َبٍِقْىا ًَ ْ٘ ٌَ » ٌمبذىاٗ ٔجبٍ ِثا ٓاٗس
ٌٕشٍغٗ ًْطقساذىاٗ 
Artinya:“Dari „Abdullah bin „Umar radhiallahu „anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Seorang 
                                                 
3
 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam,  alih bahasa H. Mu‟ammal Hamidy; 
Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003, h. 33. 
4
 Ibid, h. 192  
5
 Ibid, h. 352. 
6
 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam….., h. 189. 
3 
 
 
pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan 
(dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan 
orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” Hadis 
riwayat ibnu majah dan al hakim, hadis riwayat al hakim dan 
tirmidzi dengan sanad hasan. 
 
 
Kembali ke permasalahan halal, konsumen muslim yang sebagai 
bagian terbesar dari penduduk Indonesia, dalam menetapkan produk yang 
akan dikonsumsi senantiasa memperhatikan dua hal pokok yaitu kehalalan 
produk menurut syariat Islam, dan keamanan produk sesuai dengan standar 
kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut sudah seyogyanya benar-benar 
diperhatikan oleh kalangan produsen.
7
 
Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak 
dikenal. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan 
bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, 
tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. 
Lawan konsep halal adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau 
dilarang. Di Indonesia masih bisa ditemui beberapa produk olahan pangan 
yang tidak menggunakan label halal.
8
  
Oleh karena itu pertama kali undang-undang yang dibuat guna 
memperbaiki segi yang sangat membahayakan ini ialah dengan membuat 
pokok-pokok perundang-undangan sebagai standar untuk dijadikan landasan 
guna menentukan halal dan haram. Seluruh persoalan yang timbul dapat 
dikembalikan  dengannya seluruh neraca kejujuran dapat ditegakkan, serta 
                                                 
7
Jabal Tarik dan Ainur Rahib, Standarisasi, Sertifikasi dan Sabelisasi Halal serta 
Pengawasannya, Jurnal Bestari, 1996, h. 84. 
8
Ahmad Yani, Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas, 
Jurnal Gea, Vol. 7, No. 2, 2007. 
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keadilan dan keseimbangan yang menyangkut soal halal dan haram dapat 
dikembalikam yaitu mengenai sertifikasi halal.
9
  
Bagi konsumen, labelisasi halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, 
terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan 
kosmetika yang tidak halal; kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin 
konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari 
keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian 
dan perlindungan hukum.  Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan 
pemakaian barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah sehingga haram hukumnya. Kenyataan bahwa tidak semua barang 
dan/atau jasa dapat dikategorikan sebagai produk yang halal. Karena itu, 
untuk mengarahkan konsumen kepada produk yang halal dan mencegah 
pemakaian produk yang haram, diperlukan adanya perlindungan serta 
kepastian hukum
10
 
Di Indonesia sendiri untuk mencegah pelaku usaha yang tidak 
bertanggung jawab, maka dikeluarkan kebijakan MUI (Majelis Ulama 
Indonesia) tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan kegiatan atau 
proses yang dilakukan untuk menuju atau mencapai suatu standar tertentu. 
Pembahasan mengenai sertifikat halal berkisar soal halal-haram dalam 
makanan. Pemberlakuan sertifikat halal merupakan langkah maju dalam 
memberikan jaminan kehalalan sebuah produk. 
                                                 
9
 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam…, h. 13. 
10
Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, 
Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 3. 
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Untuk mendukung pelaksanaan itu harus diciptakan standarisasi 
auditing terhadap jaminan halal.
11
 Dengan demikian sertifikasi halal dapat 
dinyatakan sebagai suatu kegiatan dan proses mrnuju atau mencapai standar 
halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi dijalanlankan oleh suatu lembaga atau 
badan tertentu.
12
  
Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram 
suatu produk, yaitu Kementerian Agama, Badan POM, dan MUI, dalam hal 
ini di Indonesia yang berwenang melakukan sertifikasi halal adalah LPPOM 
MUI, Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). 
Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 
yang sama. Setiap pelaku usaha yng telah mendapatkan sertifikat halal 
terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor 
sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat 
halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala 
perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi 
proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang 
menerbitkan sertifikat halal. 
Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan 
maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak 
diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, 
dan produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk 
yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan 
                                                 
11
Hasbi Indra, dkk, Halal haram dalam Makanan, Jakarta: Penamadani, 2004, cet I, h. 16. 
12
 Jabal Tarik dan Ainur Rahib, Standarisasi Sertifikasi…, h. 86. 
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bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di 
Indonesia karena di Indonesia batasan halal yang paling ketat dan tidal dapat 
disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat 
menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah 
mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan.
13
 
Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang 
berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan 
sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang 
dimaksud kan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat 
halal
14
 dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk 
melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya 
pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah 
memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman 
tulisan atau pernyataan halal pada produk untuk menunjukkan bahwa produk 
yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. 
Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal 
harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, 
ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Hal ini 
dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang 
beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat 
halal MUI. Peraturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal 
                                                 
13
 Ma‟ruf Amin, “Mengapa Keharaman Babi Bersifat Mutlak”, Jurnal Halal, No. 99 Th.. 
XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 46-47. 
14
 Sertifikat Halal MUI untuk pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 April 1994 untuk 
produk Unilever Indonesia. Pada saat itulah produk Unilever Indonesia memiliki legitimasi untuk 
memasang label  halal. 
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antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI 
Nomor.427/Men.Kes/SKBVIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang 
Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Jadi, jelas bahwa tulisan 
halal yang dibubuhkan pada label atau penandaan makanan produknya, 
dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi 
prosedur sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI. 
Ketentuan memakai label halal bersamaan munculnya Undang-
Undang Pangan Nomor. 7 Tahun 1996. Didalam penjelasan undang-undang 
tersebut ditegaskan, bahwa keterangan halal untuk produk pangan sangat vital 
bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Pencantuman label halal 
merupakan kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi pangan atau 
memasukkan pangan ke wilayah Indonesia.
15
 Ketentuan lain yang mengatur 
label halal yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang 
Label dan Iklan Pangan. Dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan “setiap orang 
yang memproduksi atau memasukkan makanan yang dikemas ke dalam 
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan 
tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. 
Penjelasan dari ayat ini yaitu pencantuman keterangan halal atau tulisan halal 
pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksi 
menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat Islam. 
Kebenaran suatu label halal pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan 
baku, bahan tambahan pangan, atau bahan baku yang digunakan dalam 
                                                 
15
 Ibid., h. 17. 
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memproduksi pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses 
produksinya.
16
 
Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi 
dan labelisasi halal antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat (4) jo Pasal 95, 96, 97 dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal 
itu diperkokoh dengan UUPK pada Pasal 8 (h). Oleh karena itu, perusahaan 
yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan serifikasi 
halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. 
Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid dapat 
dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, karena termasuk 
sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 (h) dari UU tersebut..
17
 
Kemudian dijelaskan dengan tegas pula dalam Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada  Pasal 4 
yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah 
Indonesia wajib bersertifkat halal”. Artinya, sudah jelas bahwa pengusaha 
yang membuat dan memperdagangkan pangan di Indonesia “WAJIB” 
bersertifikat halal dan mencetak logo halal LPPOM MUI pada kemasan yang 
beredar.
18
 
Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI melalui LPPOM 
MUI dan Komisi Fatwa ini sudah melalui tahapan kontruksi pikir yang 
                                                 
16
 Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 
Pangan. 
17
 Lihat UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 
18
 Lihat UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. 
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merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang 
diinginkan masyarakat (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha). Di Kota 
Palangkaraya sendiri, berdasarkan pengamatan sementara penulis 
bahwasanya masih ada produk olahan rumah tangga (home industry) yang 
masih belum berlabel halal dan sebagian besar hanya menggunakan nomor P-
IRT dari Dinas Kesehatan, baik itu yang dijual pada gerai atau warung-
warung kecil hingga minimarket yang ada di kota Palangka Raya, sedangkan 
isi amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada pasal 4 tegas berbunyi 
“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 
Wajib bersertifikat halal”. Fenomena ini kemudian membuat peneliti 
penasaran mengapa hal ini masih terjadi, apakah murni ketidaktahuan atau 
sikap apatis dari pelaku usaha industri rumah tangga terhadap labelisasi halal 
atau bahkan masih kurangnya sosialisasi terkait mekanisme labelisasi halal 
dari Kemenag selaku BPJH (Badan Penyelenggara Produk Halal) dan MUI di 
kota Palangka Raya. 
Beranjak dari permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat judul 
penelitian tentang Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk 
Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya. 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan 
industri rumah tangga di kota Palangka Raya? 
10 
 
 
2. Apa saja faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri 
rumah tangga di kota Palangka Raya? 
C. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian di antaranya : 
1.  Mengetahui dan memahami bagaimana implementasi labelisasi halal MUI 
pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.  
2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota 
Palangka Raya. 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian yang berjudul “Implementasi Pencantuman Label Halal 
MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya” 
adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari 
perkembangan pengetahuan pelaku usaha tentang aturan maupun mekanisme 
pencantuman labelisasi halal dalam kemasan produk pangan  industri rumah 
tangga. Adapun kegunaan penelitian yang diharapakan sebagai berikut : 
1. Secara teoritis 
a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi 
pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan 
dengan muamalah atau hukum ekonomi syari‟ah. 
b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman. 
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2. Secara Praktis 
a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperolah gelar Sarjana Hukum 
(SH) pada Fakultas Syari‟ah IAIN Palangka Raya. 
b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung 
dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka 
memperbaiki sistem dalam mekanisme labelisasi halal agar sesuai 
dengan Undang-Undang terkait dengan permasalahan sistem sertifikasi 
serta labelisasi halal dan hukum Islam. 
E. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu 
adanya definisi operasional sebagai berikut : 
1. Labelisasi 
Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa 
informasi verbal tentang produk atau penjualnya.
19
 Menurut Tjiptono 
label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi 
mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari 
kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang 
dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label 
adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang 
dengan rumit yang merupakan satu kesatuan  dengan kemasan. Label 
bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.
20
  
                                                 
19
 Angipora, Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002, h. 192. 
20
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Prenhallindo, 2000, Edisi 2, h. 477. 
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Labelisasi yaitu sebuah istilah dari induk kata “label”, menurut 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang 
Label dan Iklan Pangan, label pangan adalah setiap keterangan mengenai 
pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau 
bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, 
ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang 
selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.
21
 Sedangkan 
penambahan imbuhan “…isasi” pada kata “Labelisasi” berarti suatu 
proses atau tindakan pencantuman. 
2. Halal 
Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak 
terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan 
dapat dilakukan kerena bebas atau tidak terikat dengan 
ketentuanketentuan yang melarangnya.
22
Sedangkan dalam ensiklopedi 
hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak 
dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan 
menurut syara’.23 
Dalam undang-undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan, yang di maksud pangan halal adalah pangan yang tidak 
mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk 
                                                 
21
 Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan 
Iklan Pangan. 
22
 Aisjah Girindra, Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Jakarta: LP POM MUI, 2005, h. 
20. 
23
 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1996, 
h. 505. 
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dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan 
tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk 
bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi 
pangan dan pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 
agama Islam.
24
 
Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi 
halal yang diterbitkan oleh Kementerian Agama disebutkan makanan 
adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh 
manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan 
minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut 
ajaran Islam.
25
 Jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman halal 
adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan 
atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang 
diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadits. 
3. Pangan 
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 
produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 
termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan 
                                                 
24
 Lihat pasal 1 angka 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 
Tentang Label dan Iklan Pangan. 
25
 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Penyelenggara Haji, Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal, Jakarta: Departemen 
Agama RI, 2003, h. 3. 
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lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 
pembuatan makanan atau minuman.
26
 
4. Industri Rumah Tangga 
Pada dasarnya istilah ini diambil dari dua kata yang berbeda yaitu 
kata “Industri” dan “Rumah Tangga”. Industri adalah seluruh bentuk 
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan 
sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai 
nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,termasuk jasa industri.
27
 
Sedangkan Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang 
tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga 
berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari 
satu keluarga atau sekelompok orang.
28
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisikan tentang antara lain latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 
penulisan.  
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
                                                 
26
 Lihat pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 
Tentag Pangan. 
27
 Lihat pasal 1 angka 2  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Perindustrian. 
28
 https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga (diakses pada hari kamis tanggal 4 oktober 
tahun 2018, pukul 09:31 WIB). 
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Penelitian sebelumnya, kajian teoritis, kerangka konseptual mengenai 
labelisasi halal dalam paparan konsep halal beserta dasar hukum di dalamnya, 
dan penjelasan mengenai jenis produk tangan insdustri rumah tangga 
berdasarkan hukum positif. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat 
penelitian,  jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan 
objek dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan 
teknik analisis data. 
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 
penyajian data dan hasil analisis implementasi labelisasi halal MUI pada 
produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya. 
BAB V : PENUTUP 
Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian 
sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan 
sebagainya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan 
penelitian peneliti, yaitu : 
1. Taufiq Rahman tahun 2017, Jurusan  Peradilan, Fakultas Syariah dan 
Hukum, Universitas Alauddin Makassar, dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di 
Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”. 
Penelitian ini terfokus pada regulasi atau aturan serta mekanisme 
sertifikasi yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulan 
datanya dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara 
holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami 
subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi, maupun 
tindakannya, dan secara dekskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 
berbagai metode ilmiah. Kelebihan pada penelitian ini yaitu 
  
menambahkan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang 
halal serta dampak psikologi 
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dari makanan halal terhadap perilaku. Kekurangannya terletak pada 
penelitian yang hanya membahas secara khusus mengenai kelembagaan 
yang mengatur sertifikasi halal berikut mekanisme hingga aturannya 
saja, tidak ada pembahasan eksplisit dilapangan hubungan antara 
perusahaan pangan serta konsumen terhadap makanan atau minuman 
yang bersertifikasi halal secara sosiologis. Hubungannya hanya pada 
Undang Undang yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi dan 
denda.  
2. Mohammad Ababilil Mujaddidyn tahun 2015, Jurusan Hukum 
Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung, dengan judul “Sertifikasi Halal Terhadap Produk 
Impor dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan”. Penelitian ini terfokus pada mekanisme sertifikasi 
halal terhadap produk impor menurut MUI dan BPOM, hal ini 
dikarenakan keresahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait 
kehalalan produk luar negeri (impor) yang pada skripsinya ditulis 
”berawal dari keresahan masyarakat mengenai macam-macam berbagai 
produk makanan serta bahan impor yang beradar luas di masyarakat 
membuat pemerintah Republik Indonesia memberikan payung hukum 
kepada BPOM untuk mengawasi peredaran bahan makanan dan produk 
impor serta memberikan sanksi terhadap produsen ilegal”. Adapun 
kelebihan pada penelitian ini yaitu pemaparan penulis yang sangat 
lengkap dan mendetail mengenai hal hal umum mengenai keterkaitan 
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sertifikasi halal dengan BPOM hingga mekanisme serta tata cara 
memperoleh sertifikasi halal. Sedangkan kekurangan pada penelitian ini 
yaitu dalil dalil Al-Qur‟an dan Hadits pada bagian analisis sangat 
kurang untuk lebih menguatkan walaupun hanya beberapa. 
3. Ratih Kusuma Dewi tahun 2015, Jurusan Muammalah, Fakultas 
Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul 
“Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM 
Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)”. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang 
sumber data serta pokok pengamatannya digali melalui sumber data 
yang berada dilapangan bukan berasal dari tinjauan kepustakaan. 
Penelitian ini terfokus pada sistem jaminan halal pada produk makanan 
yang telah bersertifikat halal, sehingga kehalalan suatu produk yang 
telah terdaftar masih dalam pengawasan tim audit LPPOM MUI. 
Penelitian ini bertujuan supaya pelaku usaha yang telah mendapatkan 
sertifikat halal masih mendapat perhatian dari tim auditing jaminan 
halal bukan sekedar hanya auditing disaat pengujian kehalalan produk 
tersebut. Kelebihan penelitian ini terletak pada kejelasan informasi 
mengenai hal hal yang diperlukan oleh pelaku usaha terkait mekanisme 
sistem jaminan halal. Adapun kekurangannya tidak ada data mengenai 
pelaku usaha yang telah bersertifikat namun jaminan kehalalannya 
menurun, dalam artian beberapa sudah tidak sesuai dengan ruang 
lingkup komponen sistem jaminan halal. 
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Tabel 1 
Persamaan dan Perbedaan Penelitian 
No. 
Nama, Judul, Tahun, 
dan Jenis Penelitian 
Perbandingan 
Persamaan Perbedaan 
1. Taufiq Rahman tahun 
2017, Jurusan  
Peradilan, Fakultas 
Syariah dan Hukum, 
Universitas Alauddin 
Makassar, dengan judul 
Tinjauan Yuridis 
Terhadap Penerapan 
Sertifikasi Halal Suatu 
Produk di Indonesia 
(Studi pada Lembaga 
Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia 
Provinsi Sulawesi 
Selatan), Kajian 
Lapangan. 
Sertifikasi/ 
labelisasi 
Fokus penelitian Taufiq 
Rahman adalah tinjauan 
yuridis terhadap penerapan 
sertifikasi halal suatu 
produk di Indonesia (Studi 
pada Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia Provinsi Sulawesi 
Selatan). Sedangkan fokus 
penelitian peneliti adalah 
meneliti tentang 
implementasi labelisasi 
halal pada produk pangan 
industri rumah tangga di 
Kota Palangka Raya. 
2. Mohammad Ababilil Sertifikasi/ Fokus penelitian Yeni 
21 
 
 
 
Mujaddidyn tahun 
2015, Jurusan Hukum 
Keluarga, Fakultas 
Syariah dan Ilmu 
Hukum, Institut Agama 
Islam Negeri 
Tulungagung, dengan 
judul Sertifikasi Halal 
Terhadap Produk Impor 
dalam Perspektif 
Majelis Ulama 
Indonesia dan Badan 
Pengawas Obat dan 
Makanan, Kajian 
Lapangan. 
Labelisasi Hendriyani adalah terkait 
sertifikasi halal terhadap 
produk impor dalam 
perspektif Majelis Ulama 
Indonesia dan Badan 
Pengawas Obat dan 
Makanan. Sedangkan fokus 
penelitian peneliti adalah 
meneliti tentang 
implementasi labelisasi 
halal pada produk pangan 
industri rumah tangga di 
Kota Palangka Raya. 
3. Ratih Kusuma Dewi 
tahun 2015, Jurusan 
Muammalah, Fakultas 
Syari‟ah, Universitas 
Islam Negeri 
Walisongo Semarang, 
dengan judul,  Studi 
analisis terhadap sistem 
Sertifikasi/ 
labelisasi 
Fokus penelitian Umdah 
Aulia Rohmah adalah pada 
Studi analisis terhadap 
sistem jaminan halal produk 
pada IKM bersertifikat halal 
(Studi Kasus pada IKM di 
Kota Semarang). Sedangkan 
fokus penelitian peneliti 
22 
 
 
 
jaminan halal produk 
pada IKM bersertifikat 
halal (Studi Kasus pada 
IKM di Kota 
Semarang), Kajian 
Lapangan. 
adalah meneliti tentang 
implementasi labelisasi 
halal pada produk pangan 
industri rumah tangga di 
Kota Palangka Raya. 
 
B. Kajian Teori 
Ada beberapa teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk 
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni : 
1. Teori Efektivitas Hukum 
Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang 
membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini 
sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
29
 Faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :
30
 
a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri. 
b. Petugas/penegak hukum. 
c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum. 
d. Kesadaran masyarakat. 
Teori ini digunakan untuk menganalisis implementasi 
labelisasi halal terhadap MUI selaku penyelenggara dan kesadaran 
masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha, sehingga ada 
                                                 
29
 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, ed. 1, cet. 7, 
h. 31. 
30
Ibid. 
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kesimpulan dan akan ditemukan hukum praktik labelisasi halal 
tersebut terkait efektivitas undang-undang terhadap labelisasi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dan MUI. 
2. Teori Etika Bisnis Islam 
Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai 
tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan 
pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa 
dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku 
bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah 
transaksi, berperilaku, dan juga berhubungan guna mencapai tujuan 
bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian maka sangat perlu sekali 
untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu 
dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal 
untuk berbuat the right thing yang dilandasi dengan semangat 
keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai 
moralitas.
31
 
Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika 
masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh 
keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan etika dalam Islam 
bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong 
                                                 
31
 Johan Arifin, Etika Bisnis Islam, Semarang;Walisongo Press, 2009, h.22.  
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menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam 
serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
32
 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa  etika bisnis 
Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan 
halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip 
moralitas yang sesuai dengan syariah. Yang mana prinsip-prinsip etika 
bisnis Islam adalah sebagai berikut: 
a. Jujur dalam takaran (quantity) 
b. Menjual barang yang baik mutunya (quality) 
c. Dilarang menggunakan sumpah  
d. Longgar dan bermurah hati  
e. Membangun hubungan baik (interrelatinship) 
f. Tertib administrasi 
g. Menetapkan harga dengan transparan 
Teori ini digunakan untuk menganalisis jual beli tanpa label 
halal yang dilihat dari segi etika pelaku usaha insdustri rumah tangga 
yang memasarkan produknya yang telah mencantumkan label halal 
maupun yang masih belum mencantumkan label halal pada kemasan. 
3. Teori Maslahah Mursalah 
Secara etimologis, kata maṣlaḥaḥ berarti sesuatu yang baik, 
yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan 
                                                 
32
Yusuf Qordhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press,1997, 
t.trj, h.5. 
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dan didalam bahasa arab sering pula disebut dengan yang baik dan 
benar.
33
  
Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa 
maṣlaḥaḥ dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan 
itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang 
bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang 
sifatnya untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.
34
 
Imam Ar-Razi mendefinisikan maṣlaḥaḥ adalah suatu 
perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah 
kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, 
keturunannya dan harta bendanya.
35
 
Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan 
dalam memfungsikan maṣlaḥaḥ mursalaḥ, yaitu:36 
a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat 
hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan 
atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan 
hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat 
kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. 
b. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥaḥ itu hendaklah berupa 
kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. 
                                                 
33
 Romli, Ushul Fiqh 1 (Metodologi Penetapan Hukum Islam), Palembang: IAIN Raden 
Fatah Press, 2006, h. 138. 
34
 Ibid. 
35
 Ibid., h. 136. 
36
 Satria Effendi. M.Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008, Ed. 1, Cet. 2, h. 152-153. 
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c. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥaḥ itu tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur‟an atau Sunnah 
Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma’. 
 
Teori ini digunakan untuk menganalisis perihal kendala biaya, 
dan fungsi sosialisasi lembaga terkait langkah preventif  kehalalannya 
dan bukan berdasarkan keyakinan pihak produsan semata. 
C. Kerangka Konseptual 
1. Konsep Halal 
a. Definisi Halal 
Halāl (diperbolehkan) adalah segala objek  atau kegiatan yang 
diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. 
Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk 
menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk 
dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara 
memperolehnya. Halāl dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
berarti diizinkan, diperoleh atau diperbuat dengan sah.
37
  
b. Dasar Hukum 
1) Hukum Islam 
a) Al-Qur‟an 
 ۚ باج ِ ٍّ َط الاَلاَد ُ َّاللَّ ٌُ ُنَق َصَس ب ََّ ٍِ  اُ٘ي ُم َٗ
 َُ ُْ٘ ٍِ ْؤ ٍُ  ِٔ ِث ٌْ ُ ز َّْ أ يِزَّىا َ َّاللَّ اُ٘قَّ را َٗ 
                                                 
37
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Balai Pustaka, 1975. 
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Artinya:“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari 
apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan 
bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-
Nya.”38 
 
 
 ِضَْس ْلأا ًِف ب ََّ ٍِ  اُ٘ي ُم ُطبَّْىا ب َٖ ُّ ٌَ أ ب ٌَ
 ِدا َ٘ ُطُخ اُ٘عِجَّ زَ ر َلا َٗ  باج ِ ّ ٍ َط الاَلاَد
 ٌّٗ ُذ َع ٌْ ُنَى َُّّٔ ِإ ۚ ُِ ب َط ٍْ َّشىا ٌِ ٍِج ٍُ 
Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 
baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”39 
 
 
 ِش َْ َخ ْىا ِ َع َلَُّ٘ َى أ ْغٌَ ْوُق ۖ ِشِغ ٍْ ََ ْىا َٗ
 ِطبَّْي ِى ُع ِفبَْ ٍَ َٗ  ٌشٍ ِج َم ٌٌْث ِإ ب ََ ِٖ ٍ ِف
ۗ ب ََ ِٖ ِع ْف َّ ِْ ٍِ  ُش َج ْمَ أ ب ََ ُٖ َُ ْث ِإ َٗ  
Artinya:“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan 
judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang 
besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfaatnya".
40
 
 
b) Hadits 
 ِ َع  ًَ ِضَس ٍشٍْ َِشث ِ ْث ُِ ب ََ ْعُّْىا  ُالله َهَبق ب ََ ُٖ ْْ َع  
 ُالله ىَّيَص ِالله َه ْ٘ ُعَس  ٌَ َّيَع َٗ  ِٔ ٍْ َيَع  َُهلاَذْىا  ٌِ ٍَِّث
 َلا ٌدب َٖ َِجزْش ٍُ  ٌس ْ٘ ٍُ ُ أ ب ََ ُٖ َْ ٍْ َث َٗ  ٌِ ٍَِّث ًَ اَشَذْىا َُّ ِإ َٗ
 َىقَّرا ِ ََ َف ،ِطبَّْىا َِ ٍِ  ٌشٍْ ِثَم َِّ ُٖ َُ َيَْعٌ
 ِْ ٍَ َٗ  ، ِٔ ِضْشِع َٗ  ِٔ ِْ ٌْ ِذِى َأَشَْجزْعا َْذقَف ِدب َٖ ُجُّشىا
 ، ًِ اَشَذْىا ًِف َعَق َٗ  ِدب َٖ ُجُّشىا ًِف َعَق َٗ
                                                 
38
 Al-Ma‟idah[5]:88. 
39
 Al-Baqarah[2]:168. 
40
 Al-Baqarah[2]:219. 
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 ُْ َأ ُلِش ْ٘ ٌُ ى ََ ِذْىا َه ْ٘ َد َىعَْشٌ ًِعا َّشىبَم
 ٍلِي ٍَ  ِّوُنِى َُّ ِإ َٗ  ََلاأ ، ِٔ ٍْ ِف ََعرْشٌَ  َُّ ِإ َٗ  ََلاأ ى َا ِد
 ِذَغَجْىا ًِف َُّ ِإ َٗ  ََلاأ ُٔ ٍُ ِسبَذ ٍَ  ِالله ى ََ ِد
 َاِرإ َٗ  ُ ُّٔيُم ُذَغَجْىا َخَيَص ْذََذيَص َاِرإ اَخغْض ٍُ
 ِٕ َٗ  ََلاأ ُ ُّٔيُم ُذَغَجْىا َذََغف َْدذََغف.تْيَقْىا ًَ
41 
يسبخجىا ٓاٗس[2051:]42 
Artinya:“Dari Abu Abdillah Nu‟man bin Basyir r.a,”Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, „Sesungguhnya 
yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara 
keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-
samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, 
barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah 
menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang 
siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan 
terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana 
penggembala yang menggembalakan hewan 
gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk 
memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. 
Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan 
larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah 
bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia 
baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, 
maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia 
adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim). 
 
 
 
2) Undang-Undang 
 
a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal. 
                                                 
41
Achmad Sunarto dan Syamsuddi Noor, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, Jakarta 
Timur:ANNUR PRESS, 2012, h. 201. 
42
https://rumaysho.com/171476-hadits-arbain-06-hati-hati-dengan-syubhat-dan-jaga-
hati.html.(diakses 11 November 2019). 
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Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi, 
bahwasanya “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan 
di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. 
b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 
Pada pasal 67 ayat (1) yang berbunyi “keamanan pangan 
diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, 
bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan, dan budaya masyarakat”. 
c) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 
Pangan. 
Pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang 
memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam 
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa 
pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas 
kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan 
keterangan atau tulisan halal pada Label.” 
d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi pelaku usaha dilarang 
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 
yang dalam huruf h yang berbunyi “tidak mengikuti ketentuan 
berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang 
dicantumkan dalam label”. 
30 
 
 
 
2. Labelisasi Halal 
a. Definisi Labelisasi Halal 
Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau 
pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa 
produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal .  
Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta 
meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka 
meningkatkan pendapatan Nasional. 
b. Tujuan Labelisasi Halal 
Peneliti membagi tujuan labelisasi halal dalam dua bagian 
Pertama, tujuan labelisasi halal bagi produsen Kedua, tujuan 
labelisasi halal bagi konsumen.  
Tujuan labelisasi  halal bagi produsen: 
1) Produk akan memiliki Unique Selling Point (USP) 
Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition 
merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan 
produk kita dengan pesaing lainnya. 
2) Memiliki Kesempatan Meraih Pasar Halal Global 
3) Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di  pasar/negara 
mayoritas muslim. 
Cara lain memperluas pemasaran bisnis yaitu dengan 
memperjualbelikan barang atau produk kepada pasar atau 
31 
 
 
 
negara Muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei 
Darussalam, dan negara lainnya. Ditambah dengan Indonesia 
yang bermayoritas muslim, pastinya akan lebih dipercaya dan 
disegani oleh negara ataupun pasar muslim. 
4) Meningkatkan kepercayaan konsumen. 
Tidak hanya bermanfaat bagi produsen saja, labelisasi halal 
dari MUI sangat berguna untuk membangun kepercayaan 
kepada konsumen. 
 
 
Tujuan labelisasi halal bagi konsumen: 
1) Memberikan ketenangan kepada konsumen 
Untuk membuat suatu produk baru, pastinya konsumen 
mempertanyakan tentang kehalalan produk atau barang. 
Konsumen akan menjadi waswas ketika kehalalannya masih 
dipertanyakan jika masih belum ada logo halal yang telah 
disahkan oleh LPPOM MUI. 
2)  Produk terjamin dan aman untuk dikonsumsi 
Mengingat prosedur labelisasi halal yang ketat, pastinya ini 
membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita 
terjamin untuk dikonsumsi atau dipakai. 
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c. Pihak yang Berwenang 
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jaminan Produk Halal, pihak yang berwenang dalam hal ini 
berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang tersebut yaitu:
43
 
1) Kementerian dan/atau lembaga terkait; 
2) LPH (Lembaga Pemeriksa Halal);44 dan 
3) MUI. 
d. Mekanisme 
Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :
45
 
1) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran 
baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, 
dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website 
LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung ke website 
: www.e-lppommui.org. 
2) Mengisi data pendaftaran : status sertifikasi 
(baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, 
status SJH (jika ada) dan kelompok produk. 
3) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi 
halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email 
: bendaharalppom@halalmui.org. 
Komponen biaya akad sertifikasi halal mencakup : 
                                                 
43
Pasal 7 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.  
44
 Mengingat UU ini baru berlaku secara efektif pada tanggal 17 oktober tahun 2019 yang 
lau, maka tugas dan wewenangnya masih dalam ruang lingkup LPPOM-MUI. 
45
 http://www.halalmui.org/mui14/. (diakses pada hari rabu, tanggal 10 Oktober 2018). 
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a) Honor audit. 
b) Biaya sertifikat halal. 
c) Biaya penilaian implementasi SJH. 
d) Biaya publikasi majalah Jurnal Halal. 
*) Biaya tersebut diluar transportasi dan akomodasi yang 
ditanggung perusahaan 
4) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses    
pendaftaran sesuai dengan status 
pendaftaran(baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses 
bisnis (industri     pengolahan, RPH, restoran, dan industri 
jasa), diantaranya :  Manual SJH, Diagram alir proses 
produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen 
bahan yang digunakan, serta data matrix produk. 
5) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka 
tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alur proses 
sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan 
dokumen. Menunggu Penerbitan Sertifikat Halal. 
 
Berdasarkan informasi pada website MUI, bahwasanya 
mulai Bulan Juli 2012, pendaftaran Sertifikasi Halal hanya bisa 
dilakukan secara online melalui website 
LPPOMMUI www.halalmui.org pada kolom Layanan Sertifikasi 
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Online Cerol-SS23000 atau langsung melalui alamat 
website: www.e-lppommui.org.
46
 
3. Produk Pangan 
a. Definisi Produk Pangan 
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 
peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah 
yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, 
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
47
 
Pada BAB I pasal 1 ayat 2 ketentuan umum Keputusan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 
Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana 
Penilaian Produk Pangan, yang berbunyi “produk pangan adalah 
pangan olahan baik produksi dalam negeri maupun yang berasal 
dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
48
 
Dalam buku Pedoman Labelisasi Halal, pangan adalah 
segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang 
diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagian makanan 
dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 
                                                 
46
 Ibid. (untuk pendaftaran perusahaan berskala kecil masih secara offline di LPPOM-
MUI daerah masing-masing). 
47
 Lihat pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan. 
48
 Lihat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 
Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, 
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pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam 
proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau 
minuman.
49
 
b. Kriteria 
Produk pangan yang dapat memperoleh Nomor Pendaftaran 
Produk Pangan harus memenuhi kriteria tentang:
50
 
1) Keamanan yang meliputi batas maksimum cemaran mikroba, 
cemaran kimia, cemaran fisika dan cemaran bahan berbahaya 
lainnya; 
2) Jaminan mutu yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan 
cara produksi makanan yang baik. 
3) Gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara lain 
informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi. 
4) Keterangan dan atau pernyataan pada label harus benar dan 
tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk 
apapun lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 
mencantumkan sekurang-kurangnya tentang: 
a) Nama produk; 
b) Berat bersih atau isi bersih;dan 
c) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. 
                                                 
49
Pedoman Labelisasi Halal, Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat 
JenderaBimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 54. 
50
Lihat BAB II Pasal 4, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 
Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.  
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c. Jenis 
Ada tiga jenis produk pangan yang tertulis dalam BAB I 
ketentuan umum , Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang 
Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, yaitu:
51
 
1) Pangan Olahan, adalah makaan atau minuman hasil proses 
dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan 
tambahan. 
2) Pangan khusus, adalah pangan olahan yang antara lain 
mencantumkan klaim, logo atau tanda khusus pada label, 
pangan produk rekayasa genetika (Pangan PRG), pangan 
iradiasi, pangan fungsional dan pangan organic. 
3) Pangan Olahan Tertentu, adalah pangan olahan untuk konsumsi 
bagi kelompok tertentu, misalnya susu formula untuk bayi, 
pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, 
pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau pangan lain 
sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap 
perkembangan kualitas kesehatan manusia, termasuk pangan 
untuk bayi dan anak, pangan untuk orang yang menjalani diet 
khusus, pangan untuk orang lanjut usia. 
                                                 
51
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 
HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan. 
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D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian 
1. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir (frame work of thinking) sama dengan 
kerangka teoritis (theoretical framework). Kerangka pikir dapat 
diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali 
(diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Kerangka pikir 
dibuat untuk menjadi fokus analisis terhadap masalah penelitian. 
Kerangka pikir pada penelitian ini bertujuan menggambarkan 
garis besar penelitian mengenai Implementasi Labelisasi Halal MUI 
Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka 
Raya. Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa penulis mencoba 
mencari tahu tentang peran MUI kota Palangka Raya dalam 
mensosialisasikan mekanisme serta pentingnya sertifikasi dan 
labelisasi halal pada kemasan pangan dan faktor yang mempengaruhi 
para pelaku usaha industri rumah tangga di kota Palangka Raya yang 
belum mencantumkan label halal pada kemasan dagangannya. Dengan 
didukung beberapa teori yang sepadan terhadap penelitian ini akan 
memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini. 
Adapun gambaran kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
  
 
 
 
Implementasi Labelisasi Halal MUI 
Pada Produk Pangan Industri Rumah 
Tangga di Kota Palangka Raya 
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2. Pertanyaan Penelitian 
a. MUI  
1)  Bagaimana peran MUI dalam mensosialisasikan tentang produk 
halal kepada para produsen sejak adanya Undang-Undang no. 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? 
2) Apakah MUI masih menjalankan perannya khususnya di kota 
Palangka Raya setelah di atur mengenai BPJH oleh Kemenag? 
3) Apakah para produsen industri rumah tangga aktif mencari 
informasi mengenai mekanisme labelisasi halal? 
4) Apa yang menyebabkan masih adanya produsen industri rumah 
tangga yang masih belum mencantumkan label halal? 
5) Bagaimana langkah MUI selanjutnya demi mendorong para 
produsen industri rumah tangga agar sadar akan pentingnya 
labelisasi halal? 
b. Produsen Industri Rumah Tangga yang Belum Berlabel Halal 
Penyebab produk pangan industri 
rumah tangga di kota Palangka Raya 
yang belum berlabel halal 
Faktor-faktor yang menghambat 
pelaksanaan labelisasi halal pada 
produk pangan industri rumah tangga 
 
Hasil dan Analisis 
Kesimpulan 
Bagan I 
Kerangka Pikir 
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1) Apakah anda mengetahui mengenai adanya Undang-Undang no. 
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? 
2) Sejak kapan anda menjual produk anda? 
3) Apakah selama ini ada sosialisasi dari lembaga terkait mengenai 
labelisasi halal? 
4) Apakah anda pernah mencari tahu informasi mengenai labelisasi 
halal? 
5) Kendala apa yang membuat anda belum mencantumkan label halal 
pada kemasan produk anda? 
6) Apakah ada sidak atau teguran dari lembaga terkait mengenai 
kemasan anda yang belum berlabel halal? 
c. Produsen Industri Rumah Tangga yang  Telah Berlabel Halal 
1) Apa yang melatar belakangi anda menggunakan label halal pada 
kemasan produk pangan anda? 
2) Sejak kapan anda menjual produk anda? 
3) Apakah anda mengetahui mengenai adanya Undang-Undang no. 
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? 
4) Apakah selama ini ada sosialisasi dari lembaga terkait mengenai 
labelisasi halal? 
5) Darimana anda mengatahui mekanisme atau tata cara 
mendaftarkan labelisasi halal? 
6) Apakah anda langsung mengurus labelisasi halal sebelum 
dipasarkan atau setelah dipasarkan? 
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7) Apakah ada kendala dalam proses pendaftaran labelisasi halal? 
8) Apakah ada perbedaan omset pendapatan dari yang sebelumnya 
belum berlabel halal dengan yang sudah berlabel halal?
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang 
implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah 
tangga di kota Palangkaraya dimulai sejak diterimanya judul 
penelitian hingga menjelang skripsi. 
2. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian adalah di kota Palangka Raya mengingat 
produk pangan industri rumah tangga yang diteliti berdomisili serta 
dipasarkan di kota Palangka Raya, baik yang telah berlabel halal 
maupun yang belum berlabel halal 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang 
dengan kata lain dapat disebut penelitian lapangan (field-research)
52
 dan 
bersifat
                                                 
52
Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (qualitative 
research). Hakikat penelitian lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara 
mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan  metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang 
berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut. Lihat Jonathan Sarwono, Metode Penelitian 
Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 16. 
 42 
 
deskriptif analitik
53
, di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang 
berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,
54
 
Kaitannya dalam penelitian ini ialah peneliti hendak mengetahui 
efektivitas hukum dari implementasi labelisasi halal pada produk pangan 
industri rumah tangga di kota Palangka Raya. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang 
berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil 
wawancara.
55
 Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data 
empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan 
orang lain.
56
 Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali 
mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.
57
 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku 
sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder 
penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian 
                                                 
53
Penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, 
menjelaskan dan menganalisa data secara jelas kemudian diperoleh kesimpulan. Lihat Noeng 
Muhajir, `Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 51.  
54
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 
h.15. 
55
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, h.70. 
56
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, h. 170. 
57
H. Zainuddin Ali, metode Penelitian Hukum, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106. 
  
 
pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.
58
 
Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penulusuran 
internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.
59
 Buku 
yang menjadi data sekunder  dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait 
tentang sertifikasi dan labelisasi halal yang peneliti temukan pada library 
research. 
D. Pendekatan Penelitian 
Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang 
(statute approach), Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya 
menyimpulkan bahwa pendekatan undang-undang (statute approach) 
dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan semua 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani 
atau diteliti.
60
 
Pendekatan ini peneliti gunakan untuk meneliti kasus dimana akan 
menggunakan undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan label 
halal, selanjutnya menjadi acuan peneliti dalam analisis data pada kasus 
implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga. 
E. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran 
peneliti. Adapun objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, 
titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena 
                                                 
58
Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56. 
59
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, 
h. 12. 
60
Peter Mahmud Marzuki, SH., MH., LLM. Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta: 
PRENADAMEDIA GROUP, 2005, h. 136. 
  
 
yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah 
sekretaris MUI kota Palangka Raya, pelaku usaha produk pangan industri 
rumah tangga terdiri dari dua pelaku usaha yang telah memiliki label halal 
di kemasan dan dua pelaku usaha yang belum memiliki label halal di 
kemasan. 
F. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan 
responden yang bertemu langsung bertatap muka.
61
Melalui teknik 
wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden 
yaitu  pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka 
Raya yang telah dan belum mencantumkan label halal pada panganan 
produksinya dan lambaga yang terkait yaitu MUI kota Palangka Raya. 
Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur 
dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus. 
2. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati 
oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui 
pengamatan   penelitian   melalui   penggunaan   panca   indra. Metode 
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Amirrudin, Pengantar Metodologi Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2006, h. 
82. 
  
 
inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode 
pengumpulan data.
62
 
Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim 
dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi partisipan, peneliti 
harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek 
penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda.
63
 Dalam bukunya yang 
berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moleong 
mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan 
berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan 
serta melakukan   dua   peranan   sekaligus,   yaitu   sebagai pengamat 
dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang 
diamatinya.
64 
Merujuk pada pendapat di atas maka dalam penelitian yang 
peneliti lakukan yaitu dapat berperan sebagai peneliti atau juga dapat 
berperan sebagai pembeli dalam jual beli tanpa label halal produk pangan 
industri kecil menengah yang dijual di gerai-gerai dan warung yang ada di 
kota Palangka Raya. Sehingga data-data yang diinginkan peneliti seperti 
persepsi pelaku usaha terhadap kemasan pangan yang belum dilabelisasi 
dapat diperoleh dengan mudah. 
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Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Airlangga University Press, 
2003, h. 142. 
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Lexi J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Posadakarya, 
2002, h. 125-126. 
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Untuk saat ini peneliti melakukan observasi berupa pengamatan 
terhadap produk pangan industri rumah tangga yang dijual atau 
dipasarkan di gerai-gerai, minimarket, serta warung di sekitar kota 
Palangkaraya. 
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. 
Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah 
kehidupan (life histories),  ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. 
Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, 
sketsa,dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, 
patung, film dan lain-lain.
65
 
Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 
yaitu berbentuk foto tempat observasi penelitian dan peraturan-peraturan 
yang berhubungan dengan penerapan labelisasi halal pada industri rumah 
tangga di kota Palangka Raya. 
G. Pengabsahan Data 
Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data 
yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar 
penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti 
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Ibid., h.66. 
  
 
menggunakan Triangulasi
66
 yaitu mengadakan perbandingan, antara teori 
dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain. 
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 
sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
disebut metode kualitatif.
67
 Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh 
Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai 
berikut : 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara; 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang 
pemerintahan; 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan.
68
 
Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah 
sebagai berikut : 
a. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi 
dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas. 
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Progesif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 110. 
67
Lexi J. Moeleong, metodologi Penelitian Kualitatif,........h. 177. 
68
Ibid, h. 178. 
  
 
b. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek, 
yakni membandingkan data hasil wawancara antara pelaku usaha dan 
MUI. 
c. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, 
yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan 
(observasi) dan wawancara langsung pada subjek. 
H. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa 
data-data yang terkumpul digunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan 
metode kualitatif peneliti mengolah data dan kemudian menganalisisnya 
menggunakan metode deduktif. Dalam penelitian ini, peneliti nantinya 
menggambarkan masalah produk pangan tanpa label halal pada pelaku usaha 
industri runah tangga di kota Palangka Raya dan kemudian mengkaji praktik 
tersebut dengan kandungan norma-norma yang ada pada Undang-Undang 
terkait dan Hukum Islam. Adapun dalam menganalisis penelitian ini peneliti 
menggunakan beberapa tahapan, yakni : 
1. Data Collection, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis 
data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan 
data.
69
 Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti 
mengumpulkan data dari responden yang telah masuk kriteria mengenai 
kemasan pangan industri rumah tangga yang belum berlabel halal di kota 
Palangka Raya. 
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2. Data Reduction, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan 
mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-
milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema 
tertentu.
70
 Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data 
yang didapat dari penelitian tentang kemasan pangan industri rumah 
tangga yang belum berlabel halal di kota Palangka Raya setelah 
dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang 
valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan; 
3. Data Display atau penyajian data ialah data yang dari kencah penelitian 
dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi 
kekurangannya.
71
 Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu 
data yang didapat dari penelitian tentang kemasan pangan industri rumah 
tangga yang belum berlabel halal di kota Palangka Raya dipaparkan secara 
ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya; 
4. Conclousions Drawing atau penarikan kesimpulan dengan melihat 
kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga 
kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.
72
 
Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat 
dari kemasan pangan industri rumah tangga yang belum berlabel halal di 
kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis. 
                                                 
70
Ibid, h.70. 
71
Ibid. 
72
Ibid. 
 50 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Kota Palangka Raya 
Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang 
cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 
dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, 
yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah 
otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. 
Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan 
oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 
dengan ditandai peresmian Monumen / Tugu Ibu 
Kota  Provinsi  Kalimantan Tengah di Pahandut yang 
mempunyai  makna:  
a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia. 
b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan 
membangun. 
c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang. 
d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung 
makna Ketuhanan Yang  Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang- 
  
 
Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang 
dulunya  Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.
73
 
Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya 
merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan 
Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, 
lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang 
selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra 
Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan 
pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan 
Palangka Raya sebagai Ibukotanya.
74
 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan 
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 
22  Desember 1959  Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah 
pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan 
Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 
20  Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang 
berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan 
mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan 
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Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten 
Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh   J. M. Nahan.
75
 
Peningkatan secara bertahap Kecamatan  Kahayan Tengah 
tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut 
sebagai  Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  Kalimantan Tengah pada 
tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan 
Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.
76
 
Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka 
Khusus Persiapan  Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. 
Nahan. Selanjutnya sejak  tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka 
Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad 
dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka 
Raya.
77
 
Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan 
untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan 
membentuk 3 (tiga) Kecamatan,   yaitu: 
a. Kecamatan Palangka di Pahandut. 
b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling. 
c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit. 
Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di 
Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu: 
a. Kecamatan Pahandut di Pahandut. 
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b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya. 
Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah 
mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang 
berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk 
menjadi  satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta 
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, 
Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang 
menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka 
terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian 
Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri 
oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para 
anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputi 
Antar Daerah Kalimantan  Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, 
Deyahdak II  Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah 
Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan 
Lainnya.
78
 
Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit 
Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang 
tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada 
pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan 
membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi 
penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan 
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Udara Republik Indonesia  Margahayu Bandung yang berjumlah 14 
(empat belas) orang, di bawah pimpinan  Ketua Tim Letnan Udara II 
M. Dahlan, mantan paratrop AURI yang terjun di  Kalimantan pada 
tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan 
dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah 
pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak 
pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara 
F.M. Soejoto (juga mantan Paratrop 17 Oktober 1947) yang diikuti 
oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. 
Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade 
jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari 
itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia, Gubernur Kepala Daerah  Tingkat I Kalimantan Tengah 
Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka 
Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja 
Palangka Raya.
79
 
Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya 
tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, 
Gubernur Kepala Daerah  Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan 
Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri 
kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan 
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pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah 
Kotapraja Palangka Raya.
80
 
2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya 
Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai 
sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, 
wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan 
tersendiri bagi pemerintah kota  Palangka Raya dalam membangun 
kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila 
mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di 
Indonesia yaitu 2,687 Km
2
.
81
 
3. Letak Geografis 
Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 
114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` LintangSelatan, dengan luas 
wilayah 2.678,51 Km
2
 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari 
tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara 
administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan: 
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Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan 
yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan 
Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.
82
 Yang mana 
5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan 
yaitu : 
a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu 
Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, 
Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan 
Kelurahan Pahandut Seberang. 
b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu 
Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit 
Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun. 
c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu 
Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan 
Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau 
Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel. 
d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu 
Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan 
Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, 
Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung. 
e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu 
Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, 
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Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan 
Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.
83
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B. Penyajian Data 
Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu 
memaparkan pelaksanaan penelitian yang di awali dengan survei ke 
lokasi objek penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan 
responden dalam penelitian ini dengan kriteria pelaku usaha beragama 
Islam, lama berjualan lebih dari 1 tahun, dan cakap dalam melakukan 
perbuatan hukum. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar 
bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan 
dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan 
pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai 
responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat 
berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Peneliti menentukan kriteria 
pelaku usaha berdasarkan yang telah mencantumkan label halal dan yang 
belum mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan masing-
masing 2 (dua) pelaku usaha sebagai bahan perbandingan dari setiap 
kriteria yang ada di kota Palangka Raya. 
Peneliti juga menggali data dari Sekretaris Umum MUI kota 
Palangka Raya selaku subjek penelitian. Hal ini peneliti lakukan sebagai 
landasan agar informasi dan data yang di gali dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang 
penting terkait implementasi labelisasi halal MUI produk pangan industri 
rumah tangga  di kota Palangka Raya. Pertama, masih adanya produk 
  
 
kemasan  pangan olahan yang belum mencantumkan label halal dan 
sosialisasi Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal. Kedua, MUI sebagai mitra pemerintah selaku 
penyelenggara hanya mengadakan semacam sosialisasi, pengarahan serta 
pelatihan terkait kehalalan produk. Ketiga, mahalnya biaya pengurusan 
menjadi salah satu kendala dalam labelisasi halal. Selanjutnya untuk 
melengkapi data penelitian, peneliti juga menggali data dengan teknik 
wawancara.  
1. Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri 
rumah tangga di kota Palangka Raya 
a. Pelaku Usaha Berlabel Halal I 
1). Nama                 : AW 
2)  Agama               : Islam 
3)  Lama Berjualan : 7 tahun 
Responden pertama adalah Ibu AW sebagai pemilik usaha 
makanan ringan dan oleh-oleh KK. Peneliti melakukan 
wawancara langsung pada tanggal 30 Agustus 2019 di kediaman 
Ibu AW pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 09.30 WIB.  
Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai hal yang 
melatar belakangi penggunaan label halal pada kemasan 
produknya. Ibu AW menyatakan “Jadi, kalau pertama kemaren 
tidak ada apa-apa, sebagai pemenuhan syarat saja karena juga 
  
 
penting, karena kawan-kawan juga memakai.”84 Dalam bahasa 
Indonesia diartikan sebagai berikut: “Jadi, saat pertama kali 
menggunakan label halal hanya sebagai syarat saja, selain penting 
juga mengikuti yang teman teman lain lakukan”. 
Kemudian peneliti menanyakan mengenai sosialisasi 
tentang produk halal. Berikut adalah jawaban Ibu AW:  
“Kalau sosialisasi biasanya ada 2 atau 3 bulan sekali dalam 
setahun, itu banyak ada yang dari MUI, Balai POM, Dinkes, 
sampai Disperindag. Banyak yang di sosialisasikan mulai 
dari bahan bahan yang di pakai buat produksi sampai alat 
produksi untuk memasaknya”.85 
 
Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: 
“Dalam 2 atau 3 bulan dalam setahun biasanya diadakan 
sosialisasi oleh MUI, Balai POM, Dinas Kesehatan, hingga 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beragam hal yang 
disosialisasikan terkait bahan hingga alat produksi”. 
 
Kemudian, peneliti menanyakan mengenai apakah yang 
diketahui Ibu AW tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, 
berikut penuturannya: 
“Kalau tahu secara khusus itu tidak, karena pas ada 
sosialisasi itu ada banyak materi juga tentang undang-
undang, tapi untuk yang undang-undang tadi belum tahu 
secara khusus, mungkin ada dijelaskan isinya tapi saya 
tidak tahu undang-undang tentang apa”. 
 
Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: 
“Untuk mengetahui secara khusus apa itu Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
tentu tidak, dikarenakan dalam materi sosialisasi biasanya 
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terdapat lebih dari satu penyampaian materi mengenai 
undang-undang”. 
 
Di temui di tempat yang berbeda, peneliti juga menanyakan 
hal yang serupa kepada Bapak H. Amanto Surya Langka, Lc selaku 
Sekretaris Umum dan Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya 
mengenai sosialisasi labelisasi halal khususnya tentang Undang-
Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), 
berikut jawaban beliau:
86
 
“Belum ada, kalau yang terbaru belum ada. Karena 
biasanya itu terkait dengan sejauh mana undang-undang 
itu sampai. Artinya jika sudah ada di tangan pemerintah 
selanjutnya bagaimana diteruskan kepada pihak yang 
bersinggungan dengan hal itu (UU JPH). Lalu diundang 
untuk sosialisasi dan di seminarkan itu. Biasanya juga bisa 
di laksanakan oleh bimas (Bina Masyarakat) Departemen 
Agama yang berwenang sehingga sampai ke MUI dan 
dinas terkait”. 
 
Melanjutkan wawancara dengan Ibu AW, selanjutnya peneliti 
menanyakan perihal informasi cara pendaftaran label halal kepada Ibu 
AW, berikut jawaban Ibu AW: 
“Saya tahu proses pendaftaran kemaren karena ada program 
dari pemerintah di Disperindag kota kalau pendaftarannya 
gratis, karena kalau ke MUI biayanya mahal”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
“Saya mengetahui prosedur pendaftaran label halal dari 
pemerintah melalui Disperindag (Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan) kota Palangka Raya bahwasanya mereka 
memiliki program layanan pendaftaran label halal gratis 
untuk produsen industri rumahan” 
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b. Pelaku Usaha Berlabel Halal II 
1). Nama                 : DY 
2)  Agama               : Islam  
3)  Lama Berjualan : 13 tahun 
Responden kedua adalah Bapak DY sebagai pemilik usaha 
makanan ringan dan oleh-oleh SP. Peneliti melakukan wawancara 
langsung pada tanggal 30 Agustus 2019 di kediaman Bapak DY 
pada pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB.  Adapun 
wawancara yang dilakukan peneliti masih sama yaitu mengenai 
hal yang melatar belakangi penggunaan label halal pada kemasan 
produknya, Bapak DY menyatakan: 
87
 
“Alasannya itu karena konsumen itu semakin pinter, 
konsumen itu semkin selektif dan penting juga 
sebenarnya. Meskipun banyak konsumen yang tidak 
menggubris hal ini, tapi bagi konsumen yang cerdas dan 
selektif mereka pasti memilih dan memilah cemilan yang 
aman buat mereka. Kaya ada label halal contohnya, 
konsumen punya kuasa untuk memilih khususnya yang 
muslim ya. Kami sebagai produsen pun begitu, caranya 
harus cerdas juga yang dibutuhkan adalah produk yang 
aman dikonsumsi syukur syukur aman, syukur syukur 
nyaman, dan syukur syukur halal tentunya produsen pun 
harus sadar, saya pun kalo sebagai konsumen juga gitu 
kok pasti”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikam sebagai berikut: 
 
“Alasannya karena konsumen semakin cerdas dan selektif 
terlebih juga hal itu penting, meskipun banyak konsumen 
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yang tidak mempermasalahkan hal ini namun bagi 
konsumen yang cerdas dan selektif mereka pasti 
mempertimbangkan panganan yang aman dikonsumsi bagi 
mereka. Misalnya ada label halal pada kemasan, konsumen 
tentu punya kuasa untuk memilih khususnya mereka yang 
muslim. Kamipun sebagai produsen harus cerdas, yaitu 
dengan cara memastikan produk yang kami produksi aman, 
enak, bermutu, dan tentunya halal. Pada intinya produsen 
juga harus sadar, sayapun jika berada di sisi konsumen akan 
berfikir demikian”. 
 
Kemudian peneliti menanyakan mengenai sosialisasi tentang 
produk halal. Berikut jawaban dari Bapak DY:
88
 
“Karena dari tahun 2006 itu saya aktif di dunia UKM, 
saya juga dekat dengan dinas dan link dengan lembaga, 
saya sering ikut pelatihan segala macam kaya dengan 
BPOM punya program cara mengolah makanan yang baik, 
MUI punya program seperti barang halal dan lain lain 
akhirnya tahu sendiri dan mengerti”. 
 
Kemudian, peneliti menanyakan mengenai apakah yang 
diketahui Bapak DY tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, 
berikut penuturannya: 
“Mungkin ada dijelaskan ya pas sosialisasi, masalahnya di 
banyak sosialisasi atau pelatihan ada banyak materi terkait 
undang-undang yang berhubungan tentang bahan makanan 
sampai halal. Apakah itu dijelaskan tentang undang-
undang dimaksud atau ngga”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
 
“Mungkin ada dijelaskan pada saat sosialisasi, namun 
karena banyak undang-undang yang berhubungan dengan 
bahan makanan hingga kehalalannya jadi saya tidak dapat 
memastikan undang-undang tersebut ada di dalam 
sosialisasi itu”. 
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Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai informasi 
pendaftaran label halal kepada Bapak DY, berikut jawaban beliau: 
“Rekrutmen, pas itu saya sama 18 orang lainnya di situ 
saya kenal para mentor dari Jakarta, Surabaya, Bandung 
dan ya pada akhirnya pikirannya udah ke bisnis ga cuma 
usaha aja atau melulu soal laba saja, maksudnya bukan itu 
aja tapi terlebih juga jiwa sosial diterapkan, karena ini 
berurusan sama perut orang juga ga cuma perut kita dan 
berbisnis ga bisa kita kalo sendirian tapi ada tanggung 
jawab juga di dalamnya”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikam sebagai berikut: 
“Saat itu saya bersama 18 orang lainnya di rekrut dan 
akhirnya kenal para mentor dari luar kota seperti Jakarta, 
Surabaya hingga Bandung sampai pada akhirnya terfikir 
untuk berbisnis dalam artian tidak hanya mencari laba 
saja, namun juga kita belajar bertanggung jawab dengan 
produk kita dan jiwa sosial, bahwasanya itu tidak hanya 
menyangkut kesehatan kita saja tapi juga kesehatan orang 
lain yang mengkonsumsi produk kita”. 
 
Dalam wawancara lanjutan dengan Bapak H. Amanto Surya 
Langka, Lc peneliti juga menanyakan tentang keaktifan produsen 
mencari informasi perihal labelisasi halal, berikut jawaban beliau:
89
 
“Belum aktif, pertama mungkin dia merasa urgensi dia 
ngga merasa ini penting, kedua dari faktor edukasi yang 
belum tersampaikan bahwa labelisasi halal perlu 
dicantumkan pada kemasan dan dapat meningkatkan 
kualitas produknya serta jaminan yang kemudian menjadi 
tugas kita bersama bukan hanya MUI tapi juga 
Departemen Agama menghimbau masyarakat agar peduli 
akan produk halal”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
“Belum aktif, faktor pertama mungkin dari tingkat penting 
tidaknya label halal ini, kedua faktor sosialisasi yang 
                                                 
89
 Wawancara dengan Bapak H. Surya Langka, Lc di Kantor Sekretariat MUI Kota 
Palangka Raya pada tanggal  10 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB sampai dengan 16.20 WIB. 
  
 
belum merata bahwa pentingnya label halal pada kemasan 
produk selain meningkatkan kualitas, menambah laba 
serta memberi jaminan secara halal”. 
 
 
 
 
a. Pelaku Usaha Belun Berlabel Halal 
1) Nama                 : RR 
2) Agama               : Islam 
3) Lama Berjualan : 4 tahun 
Responden pertama pelaku usaha yang belum mencantumkan 
label halal  adalah Ibu RR pemilik usaha makanan ringan dan oleh-
oleh LGK. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 
Oktober 2019 via aplikasi WhatsApp pada pukul 07.15 WIB sampai 
dengan 07.45 WIB. Adapun wawancara yang peneliti lakukan 
mengenai  apakah Ibu RR mengetahui adanya  Undang-Undang 
Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berikut jawaban 
Ibu RR:
90
 “Ya tau, pernah lihat berita di TV”. Dalam bahasa Indonesia 
diartikan sebagai berikut: “Ya, saya mengetahuinya melalui berita di  
Televisi”. 
Selanjutnya peneliti bertanya mengenai  adanya sosialisasi dari 
lembaga terkait mengenai labelisasi halal. Berikut jawaban Ibu RR:
91
 
“Kalo dari MUI nya langsung belum pernah, tapi kalo dari 
lembaga lain yang bekerja sama dengan MUI seperti 
Disperindag dan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) 
pernah berupa sosialisasi”. 
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 Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
“Dari MUI langsung belum pernah, namun jika dari 
lembaga lain yang bekerja sama dengan MUI seperti 
Disperindag dan PLUT pernah berupa sosialisasi”. 
 
Kemudian peneliti menanyakan perihal sidak atau teguran 
dari lembaga terkait. Berikut jawaban Ibu RR: “Sejauh ini belum ada 
sidak”. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
“Sejauh ini belum pernah ada sidak dari lembaga terkait”. 
 
b. Pelaku Usaha Belum Berlabel Halal II 
1) Nama                : SD 
2) Agama              : Islam 
3) Lama berjualan : 7 tahun 
Responden pelaku usaha yang belum berlabel halal 
selanjutnya yaitu Bapak SD pemilik makanan ringan dan oleh-oleh 
KK. Peneliti melakukan wawancara langsung di kediaman beliau 
pada tanggal 12 Oktober 2019 pada pukul 10.45 WIB sampai dengan 
pukul 11.10 WIB. Adapun wawancara yang peneliti ajukan perihal 
adanya  Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal. Berikut jawaban beliau:
92
 “Itu saya kurang tau sih, 
karena biasanya ngga khusus membahas satu peraturan aja klo lagi 
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sosialisasi”. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 
berikut:
93
 
“Mengenai hal itu saya kurang mengetahui, karena 
biasanya dalam sosialisasi itu tidak khusus membahas satu 
aturan undang-undang saja”. 
 
Selanjutnya peneliti bertanya mengenai  adanya sosialisasi 
dari lembaga terkait mengenai labelisasi halal. Berikut jawaban dari 
Bapak SD:
94
 “Ada, pernah dari BPOM, Disperindag juga, tapi kalo 
untuk MUI sendiri saya belum tau sih”. Dalam bahasa Indonesia 
dapat diartikan sebagai berikut: “Ada, dari BPOM dan Disperindag, 
sedangkan dari MUI langsung itu saya belum mengetahui”. 
Kemudian peneliti menanyakan perihal sidak atau teguran 
dari lembaga terkait. Berikut jawaban Bapak SD: “Belum ada sih ya 
kalo sidak. Ya selama ini belum ada”. Dalam bahasa Indonesia dapat 
diartikan sebagai berikut: “Kalau sidak hingga saat ini belum ada”. 
2. Faktor Penghambat Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Industri 
Rumah Tangga di Kota Palangka Raya 
a. Pelaku Usaha Berlabel Halal I 
1). Nama                 : AW 
2)  Agama               : Islam 
3)  Lama Berjualan : 7 tahun 
Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan 
masalah kedua peneliti menanyakan mengenai pengurusan label 
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halal sebelum atau sesudah dipasarkan kepada Ibu AW. Berikut 
adalah jawaban Ibu AW: 
95
 
“Kan usaha aku ni sudah 7 tahunan, tapi kalo  mengurus 
label halal ni  baru sekitar tiga tahunan ini aja, karena kan 
program dari Disperindag ada sekitar  tiga tahunan yang 
lalu jadi ikut disana olehnya gratis, sebenarnya tu mau dari 
dulu tapi waktu pengurusannya lama kalo dan lumayan 
biayanya mahal”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
“Kebetulan usaha saya sudah jalan sekitar 7 tahun, tetapi 
untuk mengurus label halal ini baru sekitar tiga tahun, 
karena pada tiga tahun tersebut ada program dari 
Disperindag bahwasanya ada pendaftaran label halal 
gratis, sebenarnya sudah lama mau diurus tapi pada saat 
itu selain pengurusannya lama juga biayanya yang cukup 
mahal”.  
 
 
Kemudian peneliti menanyakan terkait kendala dalam 
proses awal pendaftaran kepada Ibu AW. Berikut jawaban Ibu 
AW:
96
 
“Kalo yang pendaftarannya ya tidak ada kendala olehnya 
tadi program dari Disperindag jadi kita habis meisi 
blangko pendaftaran sisanya diurus oleh pihak 
Disperindag. Tapi kita memperpanjangnya yang bayar 
sekitar tiga jutaan per dua tahun”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
“Kalau untuk pendaftarannya sendiri itu tidak ada kendala 
karena ada program dari Disperindag jadi kami hanya 
mengisi blangko pendaftaran selanjutnya akan diurus oleh 
pihak Disperindag. Biaya pembayaran hanya ada saat kita 
hendak memperpanjang sertifikasi label kurang lebih tiga 
juta dalam tempo dua tahun sekali”. 
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b. Pelaku Usaha Berlabel Halal II 
1) Nama                 : DY 
2) Agama               : Islam 
3) Lama Berjualan : 13 tahun 
 
Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah 
kedua peneliti menanyakan mengenai pengurusan label halal sebelum 
atau sesudah dipasarkan kepada Bapak DY. Berikut adalah jawaban 
Bapak DY:
97
 
”Sebelum, karena pada awalnya di tahun 2006 itu hanya 
berfikir gimana caranya bisa menghasilkan dan bagaimana 
dapur bisa ngebul gitu bahasanya dan karena kebutuhan 
juga, dan pada 2014 saya direkrut sebagai salah satu 
wirausaha muda Kal-Teng, di situlah kami di godok di 
kasih materi pelatihan hingga akhirnya tersadar buat jadi 
serius berbisnis ngga cuma cari laba saja. Nah, dari situ 
kemudian aktif mengurus label halal pada kemasan 
berdasar dari hasil rekrutmen hingga pelatihan yang kami 
jalankan akhirnya ya begitu”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
“Sebelum, pada awal merintis usaha pada tahun 2006 
hanya berfikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang 
dan bagaimana caranya bisa bertahan hidup serta 
memenuhi kebutuhan lain. Hingga pada tahun 2014 saya 
direkrut sebagai salah satu wirausaha muda Kalimantan 
Tengah. Di sana kami diberi berbagai pelajaran serta 
materi hingga pelatihan sampai akhirnya tersadar untuk 
lebih serius lagi dalam berbisnis yang tidak hanya semata 
mencari laba saja. Kemudian dari sanalah mulai aktif 
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mengurus label halal pada kemasan berbekal ilmu yang 
kami dapat dari rekrutmen hingga pelatihan”. 
 
Kemudian peneliti menanyakan terkait kendala dalam proses 
awal pendaftaran kepada Bapak DY. Berikut jawaban Bapak DY:
98
 
“Lupa aku, yang jelas pendaftaran pertama di fasilitasi 
oleh Disperindag Provinsi punya program untuk 
memfasilitasi terkait sertifikasi halal, mereka yang 
memfasilitasi semua”. 
 
a. Pelaku Usaha Belun Berlabel Halal 
1) Nama                 : RR 
2) Agama               : Islam 
3) Lama Berjualan : 4 tahun 
 
Melanjutkan wawancara sebelumnya dengan Ibu RR, 
peneliti kemudian menanyakan perihal kendala yang dihadapi 
sehingga belum mengurus serta mencantumkan label halal pada 
kemasan produk. Berikut jawaban dari Ibu RR:
99
  
“Karena perlu dana yang tidak sedikit supaya bisa 
mendapatkan label halal di kemasan  produk kita dan 
juga waktu yang lama“ 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 
berikut
100:“Karena pengurusannya perlu dana  yang mahal agar 
mendapatkan label haal pada kemasan produk“. 
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b. Pelaku Usaha Belum Berlabel Halal II 
1) Nama                : SD 
2) Agama              : Islam 
3) Lama berjualan : 7 tahun  
 
Melanjutkan wawancara sebelumnya bersama Bapak SD, 
peneliti kemudian bertanya mengenai kendala yang dihadapi sehingga 
belum mengurus serta mencantumkan label halal pada kemasan 
produk. Berikut jawaban dari Bapak SD:
101
 
”Sebenarnya sebelumnya pernah mengurus dan sudah 
habis masa berlaku, tapi karena biayanya  yang lumayan 
besar apalagi itu per item, jadi misalkan ada tiga macam 
jadi bayarnya sudah di kali tiga dan per  item itu sekitar 3-
4 jutaan”. 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: 
“Sebenarya saya sudah pernah mengurus label halal dan 
sekarang telah habis masa berlakunya, namun karena 
biayanya mahal apalagi itu per item makanan ringan, jadi 
misalkan ada tiga macam makanan ringan, biayanya sudah 
di kali tiga dan per item nya itu sekitar 3-4 juta”. 
 
Selanjutnya pada lanjutan wawancara dengan Bapak H. Amanto 
Surya Langka, Lc di Sekretariat MUI Kota Palangka Raya, peneliti 
menanyakan mengenai sebab masih adanya pelaku usaha yang belum  
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mencantumkan label halal pada kemasan produk. Berikut jawaban 
beliau:
102
 
”Pertama selain dari keaktifan produsen itu tadi, kedua 
memang MUI secara pribadi susah dalam penegasan, 
walaupun bisa itu hanya sebatas teguran dan himbauan 
karena kami tidak memiliki perangkat penegakan itu. Oleh 
karenanya kami sebagai mitra haruslah di bantu oleh pihak 
pemerintah dalam hal ini bisa dari BPOM, Kepolisian, 
Dinas Kesehatan maupun Disperindag dan itu juga 
biasanya sidak atau turun ke lapangan saat menjelang 
bulan ramaḍan atau Idl Fiṭri saja. Ya mungkin karena 
kewenangan tadi jadi ada celah dimana pelaku usaha 
masih ada yang belum melabelkan halal pada kemasan 
produk mereka”. 
 
C. Analisis 
Pembahasan tentang implementasi labelisasi halal MUI pada produk 
pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya peneliti uraikan dalam 
sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai 
dengan rumusan masalah yaitu: pertama, penyebab adanya produk pangan 
rumah tangga di kota Palangka Raya yang belum berlabel halal. Kedua, faktor 
penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di 
kota Palangka Raya. 
1. Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri 
rumah tangga di kota Palangka Raya 
Labelisasi halal pada kemasan produk makanan tentunya akan 
menjadi jaminan tersendiri bagi konsumen terutama yang beragama 
Islam. Meskipun masih banyak pihak produsen yang tidak menggubris 
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hal ini namun labelisasi halal secara tidak langsung dapat menjadi 
penentu atau menambah kualitas suatu produk yang dipasarkan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku 
usaha yang telah berlabel halal, latar belakang para pelaku usaha tersebut 
sepakat bahwa mencantumkan label halal itu penting namun mereka 
memiliki alasan yang berbeda-beda diantaranya AW beralasan bahwa ia 
melakukannya karena mengikuti pelaku usaha lain yang juga telah 
mencantumkan label halal pada kemasan produk mereka, sedangkan DY 
beralasan mengapa ia mencantumkan label halal dikarenakan konsumen 
dewasa ini semakin cerdas dalam memilih serta selektif dengan apa yang 
mereka makan hingga produsen juga harus dapat membaca gejala pasar 
yang demikian dengan cerdas menyikapi misalnya dengan pencantuman 
label halal pada kemasan produk, dalam hal sosialisasi tentang produk 
halal pelaku usaha yang telah berlabel halal maupun yang belum berlabel 
halal mengatakan hal serupa bahwasanya ada sosialisasi dari MUI dan 
instansi terkait. Selanjutnya terkait pengetahuan mengenai Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, AW, DY, 
dan SD tidak mengetahui undang-undang tersebut, sedangkan RR 
mengetahuinya namun hal itu diketahuinya melalui berita di televisi 
bukan dalam sosialisasi atau kajian khusus membahas mengenai Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
Kemudian mengenai informasi cara pendaftaran label halal AW dan DY 
memiliki jawaban berbeda, AW mengetahuinya dari dinas terkait karena 
  
 
pada saat itu ada program dari dinas tersebut sedangkan DY 
mengetahuinya melalui perekrutan. Terkait teguran atau sidak, RR dan 
SD sepakat jika tidak ada sidak terhadap produksi pangan halal industri 
rumah tangga dari lembaga terkait. 
Peneliti juga melakukan wawancara dari sisi MUI mengenai 
sosialisasi labelisasi halal khususnya terkait Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Bapak H. Amanto Surya 
Langka menyatakan bahwa baru-baru ini belum ada, beliau 
menambahkan bahwa pelaku usaha masih pasif dalam mencari tahu 
perihal labelisasi halal karena beberapa faktor. 
Hemat peneliti berdasarkan penjelasan pada uraian di atas ada dua 
hal yang menjadi fokus pembahasan dari implementasi labelisasi halal 
MUI pada industri rumah tangga di kota Palangka Raya, yaitu : 
a. Latar belakang pencantuman label halal 
Latar belakang pencantuman label halal pada kemasan 
produk berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang telah 
menggunakan label halal pada kemasan produknya semuanya 
memiliki alasan yang sama yaitu mengganggap hal tersebut penting 
dimana hal tersebut menjadi salah satu pertanggung jawaban pelaku 
usaha meskipun dengan alasan yang berbeda. 
Kesadaran diri bahwa labelisasi halal itu sesuatu yang 
penting menjadikannya sebuah cara beretika dalam berbisnis, 
definisi etika bisnis dalam Islam adalah seperangkat nilai tentang 
  
 
baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis 
berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan 
syariah salah satunya yaitu bertanggung jawab, dalam etika bisnis 
dikenal dengan istilah responsibility dengan tujuan agar wujud dari 
sebuah bisnis menjadi terarah, memiliki manfaat yang baik, dan 
saling memberikan keuntungan baik antar pelaku usaha dan 
masyarakat. Dengan aturan yang jelas tentu akan mempermudah 
dalam mengendalikan tanggung jawab dari masing-masing pihak 
pelaku usaha. Lebih lanjut dalam kegiatan bisnis, para pelaku usaha 
akan lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan 
kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab terhadap semua 
kebijakan yang telah ditentukan dalam kegiatan bisnis. Seluruh dari 
proses kegiatan tersebut memiliki sebuah tujuan, yaitu agar pelaku 
usaha dapat menjamin kelayakan dan kesesuaian terhadap solusi 
yang diberikan dan timbal baliknya adalah masyarakat menaruh 
kepercayaan penuh kepada pelaku  usaha dalam hal ini yaitu 
pencantuman label halal pada kemasan produk pangan. 
Sejalan dengan hal itu, sebagaimana Allah SWT berfirman 
dalam Q.S. Az-Zalzalah ayat 7-8: 
: َٓشٌَ ا اشٍْ َخ ٍح ََّسر َهَبقْث ٍِ  ْو ََ َْعٌ ِْ ََ َف٧ 
  شَش ٍح ََّسر َهَبقْث ٍِ  ْو ََ َْعٌ ِْ ٍَ َٗ: َٓشٌَ ا٨ 
Artinya: 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan 
seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 
  
 
8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
103
 
 
Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya tanggung jawab 
menjadi salah satu sikap penting dalam penerapannya yang 
kemudian menjadi dasar pondasi pelaku usaha agar Pertama, niat 
ikhlas berbisnis mengharap ridha Allah SWT Kedua, Profesional 
Ketiga, Jujur & Amanah Keempat, Mengedepankan Etika sebagai 
seorang muslim. 
 
b. Sosialisasi produk halal  
Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan 
atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam 
sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi sebagai teori 
mengenai peranan (role theory), karena dalam proses sosialisasi 
diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu tidak 
terkecuali para pelaku usaha. Dalam penelitian ini pelaku usaha yang 
telah berlabel halal maupun yang belum berlabel halal menyatakan 
hal yang sama yaitu adanya sosialisasi dari dinas dan instansi terkait 
yang bekerja sama dengan MUI. 
Selanjutnya peneliti meninjau hal ini menggunakan teori 
maṣlaḥaḥ mursalaḥ sebagai metode hukum yang 
mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses 
secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan 
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adanya label halal memberikan manfaat kepada masyarakat 
khususnya bagi umat muslim, sehingga masyarakat dapat 
membedakan mana produk pangan yang dapat dikonsumsi dan mana 
produk pangan yang tidak dapat dikonsumsi. Maka setiap produk 
pangan membuat kebaikan pada masyarakat, nyaman dan tidak ada 
keraguan pada konsumen. Dengan kata lain maṣlaḥaḥ mursalaḥ 
merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat 
pada konsep syari‟ah yang mendasar, karena syari‟ah sendiri 
ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara 
umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah 
kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup 
berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:
104
 
1) Al-Maṣlaḥaḥ al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi 
dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, 
akal, keturunan, dan harta. 
2) Al-Maṣlaḥaḥ al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di 
bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan 
dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan 
kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan 
kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan 
kesempitan dan kesukaran baginya. 
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3) Al-Maṣlaḥaḥ al-Taḥsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) 
yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan 
kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu 
membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. 
Menurut Jumhurul Ulama bahwa maslahah mursalah dapat 
sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
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1) Maṣlaḥaḥ tersebut haruslah “maṣlaḥaḥ yang haqiqi” bukan hanya 
yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. 
Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang 
benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak 
kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya 
kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap 
kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah 
berdasarkan waḥm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari‟at 
yang benar. 
2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, 
bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau 
kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa 
dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan 
terhadap orang banyak pula. 
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3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan 
yang terdapat dalm Al-Qur‟an dan al-Hadits baik secara zahir atau 
batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang 
kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-
laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau 
penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam 
pembagian. 
 
Hemat peneliti, dari ketentuan di atas dapat dirumuskan 
bahwa maṣlaḥaḥ mursalaḥ dapat dijadikan sebagai landasan hukum 
serta dapat pula menjadi langkah preventif. Sosialisasi sebagai 
kontrol dan pencegahan para pelaku usaha supaya tidak keluar dari 
dalam koridor syariat maupun hukum yang berlaku di Indonesia 
dengan mengetahui mekanisme serta materi mengenai batasan 
produknya hingga tidak menjurus kepada sesuatu yang di haramkan 
baik oleh hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. 
 
c. Pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal 
Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main 
bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk 
mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan 
dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai 
  
 
kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, 
hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.  
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha 
baik itu yang telah berlabel halal maupun yang belum berlabel halal 
sepakat menyatakan bahwa para pelaku usaha tidak mengetahui 
secara pasti apa itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal. AW berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui 
karena pada saat sosialisasi biasanya terdapat tidak hanya satu atau 
dua peraturan perundangan yang dibahas oleh karenanya AW tidak 
mengetahui undang-undang tersebut dan membahas mengenai apa. 
Pendapat serupa di jelaskan oleh DY bahwasanya dirinya tidak 
mengetahuinya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal karena dalam sosialisasi banyak disampaikan 
mengenai undang-undang, begitupula dengan pernyataan SD bahwa 
ia tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut. Berbeda 
dengan pelaku  usaha sebelumnya, RR mengetahui mengenai 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal namun ia tidak mengetahuinya melalui sosialisasi langsung 
melainkan hanya dari berita di televisi. Masih dengan pertanyaan 
yang sama Bapak H. Amanto Surya Langka, Lc.  sejauh mana 
peraturan tersebut sampai kepada pemerintah daerah sehingga 
selanjutnya bisa dirumuskan bersama dengan instansi terkait. 
  
 
Sejalan dengan Undang-Undang di atas, demi memenuhi 
kewajiban para produsen, peran lembaga terkait sangat dibutuhkan 
demi menunjang pelaksanaan labelisasi halal, dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 
pihak yang berwenang dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 Undang-
Undang tersebut yaitu: 1) Kementerian dan/atau lembaga terkait; 2) 
LPH (Lembaga Pemeriksa Halal); dan 3) MUI. 
Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a 
tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi 
seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu 
keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam 
masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai 
a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana 
pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam 
mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang 
tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. 
Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya 
hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana 
efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 
mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target 
yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa 
aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 
sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap 
  
 
masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya 
karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung 
pada kepentingannya.
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Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 
dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:
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1) Faktor Hukum  
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di 
lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian 
hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret 
berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu 
perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada 
kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika 
melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya 
keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 
semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. 
2) Faktor Penegakan Hukum 
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian 
petugas penegak hukum memainkan peranan penting, 
kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang 
baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang 
kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum 
sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum 
diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau 
penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan 
wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau 
perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau 
perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan 
wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas 
yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. 
3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
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Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup 
perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono 
Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja 
dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan 
dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena 
itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat 
penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana 
atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 
menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan 
yang aktual. 
4) Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap 
warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 
mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul 
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum 
yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 
kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan 
salah satu indikator berfungsinya hukum yang 
bersangkutan. 
5) Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang 
merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa 
yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang 
dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan 
Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat 
yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis 
(perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan 
tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan 
dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan 
tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang 
menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum 
perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif. 
 
Melihat dari faktor penegakan hukum, MUI selaku 
penyelenggara dalam posisi ini hanya sebagai mitra pemerintah tidak 
dapat menyampaikan sosialisasi karena harus ada kajian terlebih 
  
 
dahulu dari pemerintah hingga sampai kepada instansi terkait dan 
MUI. Selain itu dari pelaku usahapun juga dituntut agar aktif mencari 
tahu informasi aturan yang berlaku bukan hanya menunggu adanya 
sosialisasi dari pemerintah dan instansi terkait.  
2. Faktor Penghambat Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Industri 
Rumah Tangga di Kota Palangka Raya 
Implementasi labelisasi halal sesuai dengan pembahasan 
sebelumnya bahwa para pelaku usaha mempunyai latar belakang yang 
berbeda dalam hal pencantuman label halal pada kemasan produk pangan 
industri rumah tangga, sosialisasi hingga kurangnya pengetahuan pelaku 
usaha terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal. Selanjutnya peneliti dalam sub bab ini membahas masalah 
faktor yang penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri 
rumah tangga di kota Palangka Raya. 
Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan 
terhadap AW pelaku usaha yang telah berlabel halal mengenai pengurusan 
label halal sebelum ataukah setelah dipasarkan, beliau menyatakan 
mengenai hal itu AW mengurusnya baru setelah ada program pembuatan 
sertifikasi serta labelisasi halal gratis dari pemerintah karena jika bukan 
karena itu beliau menambahkan bahwasanya pengurusannya dapat 
berlangsung lama dan biayanya yang cukup mahal. Pertanyaan serupa 
peneliti ajukan kepada DY tentang pengurusan labelisasi halal dilakukan 
sebelum atau setelah produk pangannya dipasarkan secara luas, beliau 
  
 
menyatakan bahwa beliau mengurusnya jauh setelah produk pangannya di 
pasarkan, pada awalnya DY dalam memasarkan produknya hanya berfikir 
bagaimana mencari laba atau keuntungan saja setelah beliau di rekrut 
sebagai salah seorang wirausaha muda Kalimantan Tengah pada tahun 
2014 dan mendapatkan berbagai materi serta pelatihan didalamnya yang 
akhirnya membuat beliau berfikir bahwasanya berusaha tidak hanya 
tentang laba saja dan akhirnya barulah memutuskan untuk mengurus 
labelisasi halal. Kemudian mengenai kendala awal pendaftaran yang 
dihadapi oleh pelaku usaha baik yang telah berlabel halal maupun yang 
belum berlabel halal, jawaban beragam peneliti temukan yang pertama 
dari ibu AW beliau menyatakan bahwasanya tidak ada kendala karena ada 
program dari pemerintah, namun pada proses perpanjangannya beliau 
merasa berat karena per dua tahun sekali biaya perpanjangannya sekitar 
tiga juta rupiah per item disitulah yang menjadi kendala dari ibu AW. DY 
menyatakan untuk pendaftaran itu sepenuhnya di urus oleh pihak dinas 
terkait dan tidak ada tambahan mengenai kendala perpanjangan. Perihal 
kendala yang dihadapi sehingga belum mengurus labelisasi halal RR 
menyatakan bahwa pengurusannya memakan waktu yang lama dan 
membutuhkan modal yang tidak sedikit pula. Berbeda dengan RR 
bahwasanya SD ternyata sebelumnya sudah pernah mengurus labelisasi 
halal namun karena masa berlakunya sudah habis jadi sementara barang di 
tarik dan yang dipasarkan yang belum berlabel halal, sementara untuk 
kendala sendiri SD memiliki masalah yang sama dengan AW bahwasanya 
  
 
biayanya yang lumayan besar apalagi per item dan waktu yang lama 
sehingga beliau masih belum melabelkan pada kemasan produk pangan 
beliau. 
Peneliti juga melakukan wawancara dari sisi MUI mengenai sebab 
masih adanya pelaku usaha yang belum melabelkan halal pada produk 
mereka, Bapak H. Amanto Surya Langka menyatakan bahwa  selain masih 
pasifnya produsen pihaknya juga secara pribadi tidak dalam hal 
pengawasan dan hanya sebatas himbauan saja, dikarenakan pihaknya tidak 
memiliki perangkat penegak semacam kepolisian. Oleh karenanya MUI 
sebagai mitra pemerintah biasanya melakukan sidak dibantu oleh pihak 
kepolisian, Balai POM maupun dari Dinas Kesehatan dalam melakukan 
pengawasan dan itupun biasanya hanya dilaksanakan pada hari besar 
seperti menjelang bulan ramaḍan atau Idl Fiṭri saja. 
Melihat hasil penelitian yang telah diuraikan pada penjelasan diatas 
menurut peneliti faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan 
industri rumah tangga di kota Palangka Raya yaitu : 
a. Biaya 
Biaya tentunya akan menjadi suatu pertimbangan yang besar 
bagi beberapa orang, tidak terkecuali para pelaku usaha. Dibalik 
kemauan untuk melabelisasi produk pangan mereka justru terdapat 
rintangan yang tidak mudah dalam pengurusan salah satunya yaitu 
biaya. 
  
 
Secara garis besar perilaku produsen/pelaku usaha ada dua, 
yaitu: 1). maksimalisasi profit dan 2). minimalisasi biaya. Dalam 
melakukan perilaku tersebut produsen membutuhkan cara paling 
efisien dengan memilih jenis sumber modal. Selanjutnya jika ditinjau 
dari faktor produksi dalam perspekif Islam yang dikemukakan Qutub 
Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber 
daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.
108
 Produksi dalam 
ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan 
kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Manfaat produksi dalam 
ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur muḍarat bagi orang 
lain, dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan 
akhirat. Namun disisi lain para pelaku usaha masih mengeluhkan 
mengenai mahalnya biaya baik itu pendaftaran maupun 
perpanjangannya, apalagi di hitung per item produk. Problematika 
tersebut bertolak belakang dengan syarat dari pendapat Abdul-
Wahhab Khallaf dalam memfungsikan maṣlaḥaḥ, yaitu:109 
“sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat 
hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan 
kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa 
dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya 
kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang 
ditimbulkannya”. 
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Hemat peneliti, dengan biaya yang cukup mahal dalam 
pengurusan terkhusus pada perpanjangannya
110
 alhasil hal itu 
menjadikannya lebih kepada muḍarat sehingga para pelaku usaha 
yang tidak sanggup membayarnya akan mengesampingkan perihal 
labelisasi halal ini kemudian akan berdampak terhadap problem lain 
diantaranya turun rasa kepercayaan konsumen khususnya yang 
beragama Islam terhadap jaminan kehalalan isi dari produk pangan 
yang hendak mereka beli, lalai terhadap peraturan perundangan yang 
berlaku mengenai produk halal hingga lalainya tanggung jawab pelaku 
usaha terhadap konsumen. 
 
b. Peran MUI 
MUI sebagai penyelenggara tentunya memiliki kapasitas 
dalam perannya sebagai pengawas dimana MUI sebagai mitra 
pemerintah adalah salah satu faktor penentu efektif atau tidaknya 
aturan yang berlaku di masyarakat pada Pasal 2 huruf (e) Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam 
masyarakat, yaitu :
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1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri. 
2) Petugas/penegak hukum. 
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3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum. 
4) Kesadaran masyarakat. 
Berdasarkan poin nomor 2 diatas, faktor petugas/penegak 
hukum menjadi salah satu yang mempengaruhi efektif atau tidaknya 
suatu hukum. MUI  disini hanya sebagai mitra pemerintah tidak 
memiliki peran yang signifikan dalam penegakan seperti yang 
tertulis pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal bahwa “Majelis Ulama Indonesia 
yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para 
ulama, zuama, dan cendekiawan muslim” sehingga pihaknya hanya 
dapat bertindak sebatas teguran tidak langsung dan himbauan saja 
kepada pelaku usaha yang mana hal itu kemudian terciptanya celah 
bagi para pelaku usaha yang belum berlabel halal masih dapat 
dengan bebas memasarkan produk pangannya di pasaran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang 
implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah 
tangga di kota Palangka Raya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kesadaran diri bahwa labelisasi halal itu sesuatu yang penting 
menjadikannya sebuah cara beretika dalam berbisnis, definisi etika 
bisnis dalam Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, 
salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-
prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah salah satunya yaitu 
bertanggung jawab, dalam etika bisnis dikenal dengan istilah 
responsibility dengan tujuan agar wujud dari sebuah bisnis menjadi 
terarah, memiliki manfaat yang baik, dan saling memberikan 
keuntungan baik antar pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi 
sosialisasi maṣlaḥaḥ mursalaḥ dapat dijadikan sebagai landasan hukum 
serta dapat pula menjadi langkah preventif. Sosialisasi sebagai kontrol 
dan pencegahan para pelaku usaha supaya tidak keluar dari dalam 
koridor syariat maupun hukum yang berlaku di Indonesia dengan 
mengetahui mekanisme serta materi mengenai batasan produknya 
hingga tidak menjurus kepada sesuatu yang di haramkan baik oleh 
hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. 
  
 
Berdasarkan faktor penegakan hukum, MUI selaku penyelenggara 
dalam posisi ini hanya sebagai mitra pemerintah tidak dapat 
menyampaikan sosialisasi karena harus ada kajian terlebih dahulu dari 
pemerintah hingga sampai kepada instansi terkait dan MUI. Selain itu 
dari pelaku usahapun juga dituntut agar aktif mencari tahu informasi 
aturan yang berlaku bukan hanya menunggu adanya sosialisasi dari 
pemerintah dan instansi terkait. 
2. Biaya yang cukup mahal dalam pengurusan terkhusus pada 
perpanjangannya alhasil hal itu menjadikannya lebih kepada mudharat 
sehingga para pelaku usaha yang tidak sanggup membayarnya akan 
mengesampingkan perihal labelisasi halal ini kemudian akan 
berdampak terhadap problem lain diantaranya turun rasa kepercayaan 
konsumen khususnya yang beragama Islam terhadap jaminan kehalalan 
isi dari produk pangan yang hendak mereka beli, lalai terhadap 
peraturan perundangan yang berlaku mengenai produk halal hingga 
lalainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. faktor 
petugas/penegak hukum menjadi salah satu yang mempengaruhi efektiv 
atau tidaknya suatu hukum. MUI  disini hanya sebagai mitra pemerintah 
tidak memiliki peran yang signifikan dalam penegakan seperti yang 
tertulis pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal bahwa “Majelis Ulama Indonesia yang 
selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, 
zuama, dan cendekiawan muslim” sehingga pihaknya hanya dapat 
  
 
bertindak sebatas teguran tidak langsung dan himbauan saja kepada 
pelaku usaha yang mana hal itu kemudian terciptanya celah bagi para 
pelaku usaha yang belum berlabel halal masih dapat dengan bebas 
memasarkan produk pangannya di pasaran 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 
peneliti sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut: 
1. Sektor pangan menjadi salah satu tolok ukur dalam daya tarik terhadap 
pariwisata sehingga harus digalakkan lagi mengenai kehalalan produk 
pangan dari sisi pemerintah, MUI sebagai mitra pemerintah, para 
pelaku usaha hingga konsumen secara umum sebagai satu kesatuan dari 
penerapan wisata halal. 
2. Untuk para pelaku usaha agar aktif berperan dalam menyuarakan 
dpentingnya kehalalan suatu produk kepada konsuman baik domestic 
maupun turis supaya meningkatkan daya saing. 
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